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Di Indonesia, Undang-Undang Zakat telah disahkan. Tetapi dalam 
praktiknya belum ada pengambilan zakat yang dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundangan lainnya atau menurut Peraturan Pemerintah. Lagi pula 
ketentuan itu memiliki kelemahan terutama pada pasal 18 UU No.23/2011. Oleh 
karena itu sekelompok orang dan lembaga  berinisiatif  untuk mengajukan 
permohonan terkait pembentukan Amil Zakat ke Mahkamah Konstitusi untuk 
mengadakan judicial review. Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengeluarkan 
Judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  
Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat yang diajukan oleh pemohon bertentangan 
dengan pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 D ayat (1) 
Undang-Undang 1945, pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 28 H ayat (2) 
dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Setelah judicial review hanya satu 
permohonan dari beberapa permohonan yang dikabulkan oleh MK yaitu pasal 18 
Undang-Undang No.23 Tahun 2011. Dan berdasarkan hasil putusan tersebut 
apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Maqashid Syariah terkait dengan  Syarat-
syarat Menjadi Amil Zakat. Berdasarkaan latar belakang diatas rumusan masalah 
dalam skripsi ini adalah Pertama, Bagaimana Implementasi Pasal 18 UU No. 23 
Tahun 2011 di kalangan masyarakat khususnya di Kecamatan Adiluwih 
Kabupaten Pringsewu ? Kedua, Bagaimana praktek penerapan pasal 18 UU 
No.23/2011 jika dikaji melalui Maqashid Syariah ?Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 18 UU No.23 Tahun 2011 di 
kalangan masyarakat  Khususnya Pengelola Zakat di Kecamatan Adiluwih 
Kabupaten Pringsewu serta untuk mengetagui bagaimana praktek penerapan 
tersebut jika dikaji melalui perspektif  Maqashid Syariah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Penelitian ini termasuk Jenis penelitian lapangan (field research), Sedangkan 
Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (penggambaran). 
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode 
penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, 
dipresentasikan dan kemudian disimpulkan. 
Hasil dari penelitian ini terkait Implementasi Pasal 18 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang  Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat yang 
dilaksanakan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu secara umum sudah 
berjalan menuruti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan peraturan yang 
berlaku, Hal ini didukung oleh sejumlah fakta sebagaimana tertuang dalam  Pasal 
18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 selaras dengan prinsip-prinsip 
maqashid syariah khususnya dalam rangka mencapai maksud menjaga 
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                     
                          
   
Artinya :Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 
dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
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A. Penegasan Judul 
Judul merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya 
dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi 
arah sekaligus dapat memberikan gambaran isi yang terkandung di 
dalamnya. Adapun judul skripsi yang dibahas ini adalah “Analisis 
Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 18 UU No. 23/2011 
Tentang Syarat-Syarat Menjadi Amil Zakat (Studi di Kecamatan 
Adiluwih Kabupaten Pringsewu”. Agar tidak menimbulkan salah 
pemahaman terhadap judul di atas serta untuk mengilustrasikan secara 
menyeluruh inti sari pembahasan ini, penulis akan menegaskan beberapa 
istilah penting, yang terdapat pada judul tersebut antara lain :  
1. Analisis  
Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Inonesia adalah penyelidikan 
terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya).
1
 
2. Maqashid Syariah  
Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yakni Maqashid dan As-syari‟ah. 
Maqashid adalah jamak dari kata Qashada yang berarti kesengajaan atau 
tujuan. Syariah menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang 
dapat diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok keadilan. Maka dari 
                                                          
1
Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 
Keempat,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
2 
 
itu Maqashid Syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak 
dicapai dari suatu penetetapan hukum.
2
 
3. Implementasi  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah 
pelaksanaan/penerapan. Menurut Nurdin Usman implementasi  adalah 
bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu 
sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan 
yang terencana dan untuk mencapai suatu kegiatan.
3
 
4. Pasal 18 UU No. 23/2011 Tentang  Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat 
       Yaitu suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur 
Tentang  Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat, pasal itu memuat tentang 
syarat-syarat untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) kewenangan 
pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
       Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas dapat 
dipahami, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu 
kajian terhadap implementasi pengelolaan zakat di Kecamatan Adiluwih 




                                                          
2
Aspari Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syaitibi, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1996), h. 63. 
3




B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan yang mendorong penulis untuk membahas masalah 
dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut : 
1. Alasan Objektif  
Karena masalah pengelolaan zakat selain kewajiban ibadah kepada Allah 
Subhanahu wa ta‟ala, juga sebagai bentuk hadirnya orang kaya untuk 
membantu saudaranya yang kurang mampu secara finansial. Jika zakat 
bisa dimaksimalkan fungsinya, maka fakir-miskin sangat mungkin untuk 
bisa dientaskan dari keterpurukan ekonominya. 
2. Alasan subjektif  
a.  Tersedianya literatur mengenai permasalahan tersebut yang  
memungkinkan untuk dilakukan penelitian. 
b. Topik yang berhubungan dengan judul skripsi ini belum banyak 
dikaji orang,  oleh karena itu dirasa perlu untuk mengkajinya. 
c. Untuk menambah wawasan bagi pembaca atau mahasiswa khususnya 
di UIN Raden Intan Lampung. 
C. Latar Belakang Masalah 
Amil zakat, disebut di dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak 
menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin, juga 
bertugas untuk pengumpulan serta pengelola dana zakat. Demikian 
disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah SWT menyebutkan siapa saja yang 
berhak atas harta zakat. Posisi nomor tiga ini tentu bukan tanpa pesan. 
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Pesannya menunjukan betapa pentingnya peran amil zakat dalam proses 
berjalannya syariat zakat. 
 Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya 
fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah ada 
terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh 
masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok 
(kelembagaan). Hanya saja, dengan berlakunya undang-undang ini, 
mengakibatkan terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. 
Yang diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat. Sehingga untuk menjadi 
LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, semua yang 
secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan 




     Ditegaskan pula bahwa dengan adanya menejemen zakat, maka 
pengalokasian zakat diharapkan dapat lebih efektif dalam mengalokasikan 
dana zakat untuk para mustahiq. Dengan adanya menejemen zakat, maka 
harta zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah 
dari pengelola maupun mustahiq, serta dapat diketahui apakah 
pengalokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu pembinaan. 
Oleh karena itu lembaga zakat memiliki peran penting untuk 
menyeimbangkan antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang 
                                                          
4
 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,(Jakarta: Kencana Prenada, 
2009), h. 422. 
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kekurangan dana, sehingga akan terciptanya perekonomian yang stabil. 
Zakat juga sesuatu lembaga sosial dalam masyarakat Islam. Tujuan zakat 
antara lain untuk meratakan jurang antara kaya dan miskin (the have and the 
have not), di mana yang punya kewajiban memberikan bantuan pada yang 
tidak mampu. Sebaliknya yang tidak mampu berhak menerima harta 
(bantuan) dari yang punya.
5
 Tidak bisa dibayangkan jika tidak ada lembaga 
zakat, maka tidak ada wadah untuk menyalurkan zakat. Dengan adanya 
lembaga zakat maka pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu 
mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, di samping itu zakat 
yang merupakan wujud dari pada pelaksanaan ibadah rukun yang ke tiga dan 
merupakan pelaksanaan hukum islam. 
6
 yang dimaksud dengan rukun disini 
adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, 
harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat. Tentang syarat-
syarat yang melekat dalam  setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang 
mesti terpenuhi dalam setiap unsur tersebut untuk diwajibkan kepadanya 
zakat.
7
 Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T :                                                       
ُۡۡخذۡ  ٌَّ ۡإِ ۡۖ ِهى   ٍ َۡعهَ َۡوَصمِّ ۡتِهَا ٍِهى َۡوذَُشكِّ ۡذُطَهُِّزهُى  َۡصَدقَٗح نِِهى  َىَٰ ۡأَي   ٍ ِي
ذََكۡسَۡ ۡوََۡصهَىَٰ ۡۗ ۡنَّهُى  ٍٞ ُۡٱَك ٌٍعَۡعهٌٍِىّۡۡللَّ ًِ  ١َۡٓٔس
                                                          
5
Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar II, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995, cet, 1), 
hal. 750 
6
 Peranan Lembaga Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan” (On-Line), tersedia di: 
https://www.kompasiana.com (24 September 2012). 
7
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 40. 
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“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubat:103)8 
       Menurut ayat tersebut, zakat harus diambil. Oleh karena itu, pada masa 
Khalifah Abu Bakar, orang kaya dan tidak berzakat dinyatakan telah murtad. 
Imam al-Ghazali mengatakan: Allah dan Rasul-nya membuat syari‟at 
dengan beberapa tujuan (maqashid al-syariah), yaitu:  
1. Hifz al-din, untuk memelihara agama. 
2. Hifz al-„aql, untuk menjaga akal. 
3. Hifz al-nafs, untuk menjaga jiwa. 
4. Hifz al-nasl, untuk menjaga keturunan. 
5. Hifz al-mal, untuk menjaga harta.  
         Jika rumusan al-Ghazali ini dikaitkan dengan turunnya perintah zakat, 
maka kewajiban berzakat itu, paling tidak dimaksudkan untuk menjaga tiga 
persoalan pokok yang termasuk di dalam Maqasid al-syariah. Ketiga 
persoalan itu adalah hifz al din, untuk memelihara agama, hifz al nafs, untuk 
menjaga jiwa, dan hifz al mal, untuk menjaga harta.
9
 Perlu diketahui bahwa 
syara‟ tidak diciptakan hukum-hukumnya secara kebetulan, tetapi dengan 
hukum-hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang 
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umum. Nash-nash yang hakiki tidak dapat dipahami kecuali dengan  
mengetahui apa yang dimaksud oleh syara‟ dalam menciptakan nash-nash 
itu. Haruslah diingat bahwa petunjuk-petunjuk lafal dan ibaratnya perlu 
kadang-kadang menerima beberapa makna yang perlu ditarjihkan, yang 
salah satunya adalah dengan mengetahui maksud syara‟.
10
 
     Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, 
yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat. Di antaranya soal sensus 
terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan 
padanya. Juga besar harta yang wajib dizakat. Berapa jumlah zakat, berapa 
kebutuhan mereka serta besar biaya yang didapat termasuk hal-hal lain yang 
merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan 
para petugas para pembantunya.
11
 
        Di Indonesia, Undang-Undang Zakat telah disahkan. Tetapi dalam 
praktiknya belum ada pengambilan zakat yang dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundangan lainnya atau menurut Peraturan Pemerintah.
12
 Lagi 
pula ketentuan itu memiliki kelemahan terutama pada pasal 18 UU 
No.23/2011. Oleh karena itu sekelompok orang dan lembaga  berinisiatif  
untuk mengajukan permohonan terkait pembentukan Amil Zakat ke 
Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan judicial review. 
                                                          
10
 Khoirul Uman, Achyar Aminudin, Ushul Fiqh II, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 
125  
11
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h.546 
12




   Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengeluarkan Judicial review 
terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  Syarat-syarat 
Menjadi Amil Zakat yang diajukan oleh pemohon bertentangan dengan pasal 
28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 D ayat (1) Undang-
Undang 1945, pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 28 H ayat (2) dan 
(3) Undang-Undang Dasar 1945. Setelah judicial review hanya satu 
permohonan dari beberapa permohonan yang dikabulkan oleh MK yaitu 
pasal 18 Undang-Undang No.23 Tahun 2011. Dan berdasarkan hasil putusan 
tersebut apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Maqashid Syariah terkait 
dengan pengelolaan zakat.  
    Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba 
mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan zakat dan menelaahnya dalam 
bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS MAQASHID SYARIAH 
TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 18 UU No.23/2011 TENTANG  
SYARAT-SYARAT MENJADI AMIL ZAKAT (Studi di Kecamatan 
Adiluwih Kabupaten Pringsewu)” 
D. Fokus Penelitian 
     Lexy J Moleong mengungkapkan tujuan dari fokus penelitiam adalah 
untuk membatasi studi secara efektif dan menyaring informasi.
13
Dari 
penjelasan latar belakang masalah di atas, dapat difahami bahwa penelitian 
ini akan difokuskan pada Implementasi pasal 18 UU No.23 tahun 2011 
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Tentang  Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat sebagaimana yang ada di 
kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu” 
E. Rumusan Masalah  
     Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  
1. Bagaimana Implementasi Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 di kalangan 
masyarakat khususnya di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ? 
2. Bagaimana praktek penerapan ini jika dikaji melalui Maqashid Syariah ? 
F. Tujuan Penelitian  
    Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan 
tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak 
langsung. 
         Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 18 UU No.23 Tahun 
2011 di kalangan masyarakat  Khususnya Amil Zakat di Kecamatan 
Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek penerapan tersebut jika dikaji 
melalui perspektif  Maqashid Syariah. 
G. Signifikansi Penelitian 
         Adapun signifikasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi 
seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam pengelolaan zakat maupun 
10 
 
yang membayar zakat, serta memberikan pemahaman yang lebih 
mengenai pelaksanaannya sesuai dengan pokok-pokok yang terkandung 
dalam Maqashid Syariah. 
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 
Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
    Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu 
dilaksanakan.
14
 Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan 
dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode penelitian 
akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian digunakan dalam 
mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian 
untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.
15
 Dalam penelitian 
ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
       1. Jenis dan Sifat Penelitian 
            a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis 
penelitian lapangan (field research), artinya suatu penelitian yang 
dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat 
data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di Kecamatan 
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Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Dalam penelitian ini dikhususkan 
Tentang  Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat. 
a. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
(penggambaran). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 
dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu 
gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat 
penelitian dilakukan.
16
 Sifat penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan 




       2.  Sumber Data 
            a. Data Primer  
Data primer adalah  data yang langsung dikumpulkan oleh  peneliti 
dari sumber pertama.
18
 Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 
primer adalah informasi yang didapat dari Amil Masjid yang 
mengelola zakat di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 
             b. Data Sekunder  
Data sekunder menurut Abdurahman Fathoni adalah data yang sudah 
jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya 
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mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.
19
 Sehingga 
data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang 
mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam 
penelitian ini.  
       3. Metode Pengumpulan Data  
a.  Metode Wawancara (Interview)  
Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara 
yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 
responden.
20
 Adapun wawancara yang peneliti lakukan adalah 
wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung di 
mana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa 
pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang 
hal-hal yang dinyatakan. Wawancara ditunjukan kepada Amil Zakat 
yang ada di Masjid-Masjid di Kecamatan Adiluwih Kabupaten 
Pringsewu. Metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh akurat. 
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai 
kelebihan yang membuat suasana tidak tegang, sehingga dalam 
mendapatkan informasi yang diinginkan dapat tercapai. 
b. Metode Dokumentasi 
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Metode dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.
21
 
Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu 
sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal 
yang pernah terjadi di waktu silam.
22
 Dibandingkan dengan metode 
lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam artian apabila ada 
kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan 
metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda 
mati. 
               c. Metode Observasi (Pengamatan) 
Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean 
serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan 
observasi.
23
 Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang 
digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan 
dan penginderaan .
24
 Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan 
pengamatan terhadap Amil Zakat yang ada di Masjid-Masjid di 
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          4.  Populasi dan Sampel 
               a.  Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
25
 Populasi pada 
prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, peristiwa, 
atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara 
berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu 
penelitian.
26
 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh pengelola Lembaga Amil Zakat yang ada di Masjid-
Masjid di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 
                 b. Sampel 
 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut.
27
 Sebagaimana dikemukakan oleh Suharsimi 
Arikunto, bila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua 
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya 
jika jumlah subyeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-
15% atau 20-25% atau lebih.
28
 
Sesuai penjelasan di atas karena populasinya lebih dari 100 maka 
diambil 10%  dari populasi yang terdapat pada tempat penelitian 
utuk dijadikan sampel. Jadi 10% dari 396 adalah 39,6 dibulatkan 
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menjadi 40 orang yang akan dijadikan sampel di Kecamatan 
Adiluwih Kabupaten Pringsewu . 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampling purposive 
yaitu teknik penentuan sampel dengan teknik tertentu.
29
 Purposive 
sampling juga disebut dengan judgemental sampling yaitu 
pengambilan sampel berdasarkan penilaian penelitian mengenai 
siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan 
sampel. Dalam penelitian ini individu-individu yang dijadikan 
sampel adalah Amil Zakat,  sampel yang dimaksudkan agar benar-
benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan 
atau tujuan penelitian.  
         5. Metode Pengolahan Data  
    Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah 
ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan 
mengelola data yang sudah terkumpul tersebut dengan cara 
mengklarifikasi semua jawaban untuk dianalisa. 
          6. Metode Analisis Data 
     Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden 
terkumpul. Data-data ynag terkumpul kemudian dianalisis secara 
deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang 
dapat mengerti. Data yang telah diperoleh di lapangan dianalisa dengan 
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menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah 
menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-
pisahkan menurut kategori untuk diambil secara kesimpulan.
30
 Teknik 
analisa yang digunakan adalah induktif Deskriftif Analisis, yaitu dengan 
mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-
fakta kegiatan-kegiatan yan ada di lapangan terkait dengan Lembaga 
Amil Zakat yang ada di Masjid-Masjid di Kecamatan Adiluwih 
Kabupaten Pringsewu. Analisa deskriptif kualitatif ini digunakan dengan 
cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan 
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A. Tinjauan Umum tentang Maqashid Syariah 
1. Pengertian Maqashid Syari‟ah 
 Maqashid berasal dari kata qasada-yaqsidu-qasdan yang berarti : 
berniat, bermaksud, menghendaki. Sedangkan kata syari‟ah berasal dari 




 Maqashid Syari‟ah berarti tujuan Allah dan Rasul-nya dalam 
merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-
ayat Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan 
suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu 
Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat 
Al-Qur‟an dan Sunnah Rasuullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah 
untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di 
akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asl-Syatibi 
terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan 
hajiyat,  dan kebutuhan tahsiniyat.
33
 
  Para Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan  maqashid al-syari‟ah 
dengan makna atau tujuan yang dikehendaki syara‟ dalam mensyariatkan 
suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Maqashid al-Syari‟ah di 
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kalangan ulama Ushul Fiqih disebut juga asrar al-syari‟ah , yaitu rahasia-
rahasia atau maksud yang tersirat yang terdapat di balik hukum yang 
ditetapkan oleh syara‟. Berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia 
maupun di akhirat.
34
 Al- Syatibi mendefinisikan maqashid al-syari‟ah 
sebagai kemaslahatan yang berasal dari Tuhan, yang jika kemaslahatan itu 
tidak tercapai maka hal itu bukan dikatakan sebagai maksud atau tujuan 
dari Tuhan. Karena, semua yang ia ciptakan pastilah memiliki nilai 
manfaat dan keuntungan bagi umatnya. Jika, kemaslahatan yang dicapai 
hanya sebatas kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat maka hal ini 
bukanlah maqashid al-syari‟ah yang diinginkan.
35
 
    2.  Sejarah Teori Maqashid Syari‟ah 
       Konsep Maqashid Syariah sesungguhnya sudah ada sejak awal 
diturunkannya Al-Quran dan Hadits, karena Maqashid syariah pada 
dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tapi selalu menyertainya,
36
  
Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran 
َۡۡوَيا ۡ ٍَ ٍ ًِ هَ َعَٰ ٗحۡنِّه  ًَ َۡرح  َكۡإَِّلَّ
ََُٰ َسه   ١ٓٔأَر 
Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 
bagi semesta alam. (al-Anbiya (21) ayat 107
37
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    Teori maqashid syariah juga sudah diterapkan pada masa 
Rasulullah SAW, sahabat, tabi‟in, dan generasi mujtahid sesudahnya 
termasuk ulama-ulama besar, seperti Imam Malik dalam karangannya 
yang berjudul Al-Muwaththo‟, Imam Syafi‟i dalam karyanya yang sangat 
populer yang berjudul Ar-risalah, dan masih banyak lagi hingga sampai 
pada As-Syatibi. As-Syatibi bisa menarik perhatian banyak orang karena 
ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecer dan dibahas 
sepotong-potong oleh orang-orang sebelumnya menjadi pembahasan 
tersendiri dalam kitabnya Al-Muwafaqat yang dikhusukan membahas 
tentang Maqashid Syariah.   
Ulama ushul mengatakan bahwa sejak zaman Rasulullah sudah ada 
petunjuk (perintah) yang mengungkap  peranan penting Maqashid Al-
Syari‟ah dalam pembentukan hukum Islam. Contohnya di dalam sebuah 
hadits Rasulullah melarang orang-orang Islam di Madinah menyimpan 
daging qurban, kecuali sekedar bekal untuk selama tiga hari. Beberapa 
tahun kemudian, ada beberapa orang sahabat yang menyalahi ketentuan 
Rasulullah itu dengan menyimpan daging qurban lebih dari sekedar 
pembekalan selama tiga hari. Peristiwa tersebut disampaikan kepada 
Rasulullah. Tapi Rasulullah membenarkan serta menjelaskan bahwa : 
”dahulu aku melarang menyimpannya (daging qurban) karena kepentingan 
al-daffah (para pendatang dari perkampungan Badui yang datang ke 
Madinah yang membutuhkan daging qurban). Sekarang simpanlah daging-
20 
 
daging qurban itu (karena tidak ada lagi para tamu yang 
membutuhkannya).  
 Bahkan dalam hadits lain Rasulullah melarang Ziarah kubur karena 
dikhawatirkan akan menjadi pemujaan yang berlebih-lebihan terhadap 
arwah orang yang telah wafat (mengkramatkan), sehingga menibulkan 
kesyirikan. Tapi kemudian Rasulullah membolehkan umat Islam untuk 
berziarah. Dari peristiwa itu ada petunjuk dan arti penting Maqashid Al-
syari‟ah dalam penetapan hukum. Seperti kasus daging qurban di atas, 
larangan menyimpan daging qurban adalah memberi kelapangan bagi 
Badui yang datang dari perkampungan. Ini adalah Maqashid al-syari‟ah 
dari larangan itu. Tetapi setelah orang Badui tersebut tidak membutuhkan, 
maka larangan menyimpan daging qurban tidak diberlakukan lagi. Begitu 
juga dengan hadits yang kedua tentang menziarahi kuburan yakni 
dikarenakan takut jatuh kedalam kesyirikan. Akan tetapi dalam beberapa 
tahun kemudian di mana keimanan mereka sudah baik (sudah bisa 
membedakan mana yang hak dan yang bathil), maka Rasulullah tidak 
melarangnya lagi. Begitu juga sebagai contoh kasus Utsman ibn Affan 
yang menikahi Nailah, anak Farfisah Kalbiyah (Bani Kalb) yang beragama 
Nashrani, lalu perempuan tersebut masuk Islam sesudah menikah 
dengannya, padahal sebelumnya istrinya itu memeluk agama Nashrani.  
 Peranan Maqashid al-syari‟ah juga telah ditunjukan oleh para 
sahabat  dalam berijtihad (bermusyawarah untuk menentukan suatu 
hukum Islam), karena perubahan kondisi, zaman, tempat dan keadaan 
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yang jauh berbeda dari zaman Rasulullah. Dalam berbagai praktek ijtihad 
yang dilakukan oleh para sahabat, terutama di bidang muamalah yang 
belum ada pada masa Rasulullah, selama diketahui tujuan hukumnya, 
maka dengan itu dapat dilakukan pengembangan hukum melalui metode 
qiyas.
38
 Ini membuktikan bahwa Maqashid al-syari‟ah telah ada pada 
zaman Rasulullah, akan tetapi hal tersebut belumlah diistilahkan dalam 
kategori ilmu-ilmu (ushul fiqih).  
Teori Al-syar‟iah pertama kali dikenal pada abad keempat Hijriah. 
Menurut Ahmad Raisuni, istilah tersebut pertama kali digunakan oleh al-
Turmuzi al-Hakim dalam buku yang ditulisnya, yaitu:  al-shalah wa 
qasiduhu, al-Haj Wa Asraruh, al- „illah, „llal Al-Syar‟iah  dan juga 
bukunya al-Faruq yang kemudian diadopsi oleh Imam Qarafi menjadi 
buku karangannya.  
Setelah al-Hakim kemudian muncul Abu Manzur Al-Maturudi 
dengan karyanya Ma‟had al-Syara‟ kemudian disusul oleh Abu Bakar al-
Qaffal al-Syasyi dengan bukunya Ushul Fiqih dan Mahasin al-Syariah, 
setelah al-Qaffal kemudian muncul Abu Bakar al-Abhari dan al-Baqilany 
dengan masing-masing karyanya yaitu: “Mas‟alah al-jawab wa al-dalil 
Wa al-„illah” dan  “al-Taqrib Wa al-Irsyad fi tartib turuq al-Ijtihad.” 
Setelah sepeninggal al-Baqilany munculah al-Juwainy, dengan 
beberapa karanganya. Beliau adalah orang yang pertama 
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mengelompokkan Maqashid al-syar‟iah menjadi tiga kategori besar, 
yaitu: daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Kemudian pemikiraan beliau 
dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazali, al-Razy, al Amidy, Ibnu 
Hajib, al-Baidawi, al-Asnawi, Ibnu Subuki, Ibnu Abdissalam, al-Tufi, 
Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim.  
Menurut Hamidi al-Ubaidy, orang yang pertama membahas 
Maqashid al-Syar‟iah adalah Ibrahim al-Nakh‟i seorang tabi‟in sekaligus 
guru Abu Hanifah. Setelah itu kemudian muncul al-Ghazali, Izzudin 
Abdissalam, Najamuddin al-Tufi dan terakhir Imam al-Syatibi (wafat 790 
H),.
39
 Al-Syatibi lah yang merumuskan konsep Maqashid Al- Syari‟ah 
sebagai suat teori dalam kitabnya yang berjudul al-Muwafaqat.  
Pada masa sesudah al-Syatibi,  Ibnu „Asyur mempromosikan 
Maqashid Syariah sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. 
Setelah Ibnu „Asyur konsep maqashid syariah menjadi rujukan dan dalil 
pokok dalam menjawab sebagian besar persoalan kontemporer, terutama 
yang berkaitan dengan masalah  Islam dam modernisasi, sosial, politik, 
dan ekonomi global,  serta persoalan membangun etika global dalam 
upaya merealisasikan perdamaian dunia. 
      3.  Klasifikasi Maqashid Syariah  
a. Kebutuhan al-Dharuriyat (primer) 
Dharuriyat (kebutuhan pokok) adalah adalah tingkat kebutuhan yang 
harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer.  Bila tingkat 
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kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat 
manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.
40
 
Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, 
yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, 
memelihara kehormatan dan keturunan, memelihara harta. Untuk 
memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan.
41
 
1). Perlindungan terhadap Agama 
Hak-hak manusia yang paling nyata, dan yang selalu 
ditegaskan oleh nash-nash dalam syariat Islam adalah hak yang 
berhubungan dengan pribadi dan kehidupannya dalam 
bermasyarakat. Dari segi konstruktif, Islam menetapkan hak-
hak sosial seseorang yang ditanggung oleh pemerintah, yang 
berkewajiban untuk memperhatikan semua urusan dan 
menjamin  hidup dan penghidupan yang terhormat dan layak 
baginya.  
Di dalam Alquran juga banyak disebutkan ayat-ayat yang 
mengenai berbagai macam hukum, seperti hukum sedekah dan 
membagi ghanimah kepada yang berhak, demi menjaga urusan 
perekonomian orang-orang yang membutuhkan.
42
 
                            Allah SWT berfirman, 
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ۡ ا ًَ دَۡٱ۞إََِّ دُۡنصَّ
ۡوَۡۡقََٰ فُقََزا ِء ٍِۡٱنِه  ِكٍ َسَٰ ًَ
ٍَۡٱوَۡۡن  هٍِ ًِ َعَٰ هَاۡۡن   ٍ َعهَ
َؤنَّفَحِۡٱوَۡ ًُ ۡۡن  َۡوفًِ قَابِۡٱقُهُىتُهُى  ٍَۡٱوَۡۡنزِّ ِزِيٍ َغَٰ ۡۡن  َۡسثٍِِم ِۡٱَوفًِ ّۡللَّ
ُِۡٱوَۡ ثٍِِمۖۡۡٱت  ۡۡنسَّ ٍَ ِۗۡۡٱفَِزٌَضٗحۡيِّ ُۡٱوَّۡۡللَّ  ٠َٓۡعهٌٍِىَۡحِكٍٞىّۡۡللَّ
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para 
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka 
yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 





      2). Perlindungan terhadap Jiwa 
Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah 
hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan 
kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah.  
ِجثَالَۡٱَوذََزى ۡۡن  َۡيزَّ زُّ ًُ ۡذَ ًَ َۡوِه َۡجاِيَدٗج َسثُهَا َعۡۡنسََّحاِب ۡٱذَح   ُ ُص
ۡإََِّهُۡۡيۡ نَّذِۡٱنهَّهِۡٱ ٍء   ً َۡش ُۡكمَّ ٍَ قَ ۡۡۥأَذ  ٌَ َعهُى اۡذَف  ًَ ۡتِ
 ٨٨َۡخثٍُِزُۢ
(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh 
tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. (QS. An-Naml (27) : 88)
44
 
Ayat di atas menjelaskan bagaimana  hikmah Allah dalam 
menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk 
manusia, lalu ia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan 
menjadikan (susunan tubuh) nya seimbang, dalam bentuk apa saja 
yang ia kehendaki. 
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Selanjutnya tindakan penganiayaan terhadap jiwa yang dilakukan 
dengan cara membunuhnya merupakan perbuatan keji dan keluar 
dari ajaran serta hukum Islam. Perbuatan itu dipandang menodai 
sesuatu yang dimuliakan dan dilindungi  oleh Allah, serta 
mencabut ikatan ketaatan (berperang teguh pada tali agama Allah) 
dan penghambaan kepada Tuhan  semesta alam, termasuk 
merupakan tindakan yang menyalahi aturan terhadap hak-hak 
seluruh masyarakat. 
Kemudian Allah mengkaruniakan nikmat-nikmat-Nya, lalu 
memuliakan dan memilih manusia,  
َُا ي  َۡكزَّ ۡفًِۡۡ۞َونَقَد  هُى  ََُٰ ه  ًَ َۡءاَدَوَۡوَح  ً ثَزِّۡٱتَُِ
زِۡٱوَۡۡن  ثَح  هُىۡۡن  ََُٰ َوَرَسق 
ۡ ٍَ دِۡٱيِّ ِّثََٰ ِضٍٗٗلۡۡنطٍَّ َُاۡذَف  َۡخهَق   ٍ ًَّ َۡكثٍِٖزۡيِّ َۡعهَىَٰ هُى  ََُٰ ه   ١َٓۡوفَضَّ
Dan sesungguhnya kami muliakan anak cucu adam, dan 
angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki 
dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak 
makhluk yng kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. 
(QS. Al-Isra‟ (17): 70)
45
 
                   3). Perlindungan terhadap Akal 
Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, 
cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan 
akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, 
dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka 
bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan 
berbeda dengan mahluk lainnya. Nikmat dalam diri manusia ini 
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membukakannya cakrawala kehidupan. Dia bisa menapaki 
penjuru bumi dan menyelam di bawah kedalamannya, serta 
menunggang udara. Dia beralih dari perjalanan hidupnya; 
memiliki memperbaiki stratanya; berjalan di belakang segala 
sesuatu yang baru; menjalin kehidupan materi dan spiritualnya; 
menyambung penemuan dan inovasinya di medan politik, militer, 
dan sosial; mengalahkan semua problematika yang merintangi 




Islam seringkali mengingatkan tentang nilai dan bagaimana 
perwujudan daripada kemuliaan orang-orang yang menggunakan 
akalnya, menyanjung orang-orang yang memiliki kemampuan 
dalam memeperhatikan alam dengan segala ciptaan indah, mahluk 
yang mulia, dan keserasiannya yang mana akan merujuk kepada 
pemikirannya tentang bagaimana Allah SWT memberikan segala 
nikmat yang Allah berikan. Umar bin Khatab berkata, 
 “Asal (dasar/fondasi) seseorang adalah amalnya, dan kebaikan 
agamanya adalah kehormatan akalnya.”  
Maka manusia mengoprasikan akal mereka, mempelajari yang 
halal dan yang haram, yang berbahaya dan yang bermanfaat, serta 
yang baik dan buruk. Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk 
menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang 
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ditujukan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan rusak dan 
berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan 
mereka. 
Akal di ibaratkan seperti ikatan dengannya dapat mengikat dan 
mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan 
mengerjakan kemungkaran. Mengapa di ibaratkan seperti ikatan? 
Karena akal pun jika tidak di jaga dapat menyerang balik 
pemiliknya yang seharusnya ia dapat mengontrol hawa nafsu 
justru malah tidak membiarkannya. 
4). Perlindungan terhadap Kehormatan 
Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan 
perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk 
memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka, perlindungan 
ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam 
masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, 
dan masalah qadzaf. Islam juga memberikan perlindungan melalui 
pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-
matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-
panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang 
bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di 
antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan 
menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat 
dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat. 
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Pada awal masa Islam, sanksi bagi wanita yang berzina adalah 
dengan dikurung di rumah keluarganya sampai mati. Sedangkan 
sanksi bagi laki-laki berzina adalah dengan disiksa (ta‟zir atau 
dipukul). Apabila setelah itu dia bertaubat dan memperbaiki 




ۡۡنََّٰ ٍَ ذٍِ ِحَشحَۡٱٌَأ  فََٰ ۡفَۡۡن  ََِّۡسا ئُِكى  ِهُدواْۡٱِيٍ رَش  تََعٗحۡۡس  ۡأَر  ٍَّ ِه  ٍ َعهَ
ۡ ۡفًِ ٍَّ ِسُكىهُ ۡفَأَي  َۡشِهُدوْا ۡفَئٌِ ۡۖ ُُكى  ثٍُُىخِۡٱيِّ ۡۡن  ٍَّ هُ ٌَۡرََىفَّىَٰ َحرَّىَٰ
خُۡن ۡٱ ى  ًَۡۡ َعَم ٌَۡج  ُۡٱأَو  ّۡۡللَّ َۡسثٍِٗٗل ٍَّ ٌِۡٱو١َۡۡٔنَهُ ۡۡنََّذا ِۡيُُكى  ُِهَا ذٍََِٰ
ٌَأ 
ۡ َفَۡ ٌَّ ۡإِ
ا ۗۡ ًَ هُ  ُ َۡع ِزُوىْا ۡفَأَع  هََحا َۡوأَص  ۡذَاتَا ۡفَئٌِ
اۖۡ ًَ َۡٱاُووهُ ّۡۡللَّ ٌَ َكا
اۡ ً ِحٍ اٗتاۡرَّ  ٠ۡٔذَىَّ
“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan prbuatan keji, 
hendaklah ada empat orang sanksi di antara kamu (yang 
menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi 
persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam 
rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 
memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang 
melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman 
kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan 
memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah 




Setelah itu turun ayat dalam Surah al-Nur yang menghapus 
hukum dari dua ayat inilah yang menjadi hukum sanksi bagi orang 
yang berzina, yakni dengan pencambukan dan pengasingan ghairu 
muhsan (bagi pelaku yang belum menikah), dan dengan hukum 
raja bagi yang muhsan, yakni laki-laki yang baligh dan berakal, 
yang berhubungan seksual melalui qubul (dubur) seorang wanita 
sedang dia memiliki pernikahan yang sah, meskipun perbuatan ini 
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dilakukan hanya sekali. Islam sangat mengharamkan perbuatan 
menggunjing, mengadu domba, memata-mata, mengumpat, 
mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-
perbuatan sejenis yang berkenaan dengan pelecehan kehormatan 
atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang yang 
melaakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka termasuk ke 
dalam golongan orang-orang yang fasik.  
5). Memelihara Harta 
Di dalam ajaran Islam harta dan benda termasuk kedalam 
kepemilikan seorang mukmin yang apabila mukmin tersebut 
hartanya di rampas maka berhak bagi dia untuk merebut harta 
tersebut, bahkan ada dalam salah satu riwayat ketika kita membela 
diri pada saat harta kita di rampas maka kita mati dalam keadaan 
berjihad.  
Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga 
eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, 
dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan 
harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, 
yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan 
untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hal 
Allah dan masyarakat tempat dia hidup.  
30 
 
Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal 
berikut.  
Pertama,  memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik 
dari tindakan pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan 
harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) 
dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau 
monopoli.  
Kedua, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, 
tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang 
dihalalkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk 
kefasikan, minuman keras, atau berjudi.  
 ًۡ ا ئِِمۡوََۡۡوفِ ۡنِّهسَّ َۡحّقٞ نِِهى  َىَٰ ُزووِۡٱأَي  ح  ًَ
 ١ۡٔۡن 
Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang 





ِۡٱفًَِۡسثٍِِمَۡۡوأََفِقُىاْۡ ۡإِنَىّۡۡللَّ ِدٌُكى   ٌ َ ۡتِأ قُىْا هَُكحِۡٱَوََّلۡذُه  ۡۡنرَّه 
 
ْا ِسُُى  َوأَح 
ۡ ٌَّ َۡٱإِ ّۡۡللَّ ٍَۡٱٌُِحةُّ ِسٍُِ ح  ًُ
١١ۡۡٔۡن 
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 
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berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang 
orang  yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah (2): 195)
50
                     
Di dalam Islam harta dan benda termasuk ke dalam kepemilikan 
seorang mukmin yang apabila mukmin tersebut hartanya dirampas 
akan berhak bagi dia untuk merebut harta tersebut, bahkan dalam 
salah satu riwayat disebutkan seseorang yang mati membela diri 
ketika harta kita di rampas, maka ia mati dalam keadaan berjihad. 
Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memakan atau 
merampas harta orang lain tersebut. 
            b. Kebutuhan Hajiyat (sekunder) 
 Yaitu suatu kebetulan dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai 
mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat 
Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhshah 
(keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah 
sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.
51
 
              c. Kebutuhan Tahsiniyat  
Kebutuhan Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak 
dipenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas 
dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa 
kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang 
merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal 
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yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang 
sesuai dengan tuntutan norma dan ahlak.
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B. Kedudukan dan Peran Amil Zakat dalam Islam 
   Dalam buku-buku Fiqh Ibadah dijelaskan bahwa tidak ada ayat al-Quran 
yang menjelaskan tentang lembaga yang berwenang mengelola zakat. 
Demikian juga halnya terhadap muzakki apakah harus langsung menyerahkan 
kepada mustahik atau harus melalui lembaga pengelolanya (penguasa). Dalil-
dalil yang memberi isyarat tentang adanya lembaga yang bertugas mengelola 
harta zakat adalah: 
ۡٱن َۡوفًِ ۡقُهُىتُهُى  َؤنَّفَِح ًُ َۡوٱن  هَا  ٍ َۡعهَ ٍَ هٍِ ًِ َعَٰ َۡوٱن  ٍِ ِكٍ َسَٰ ًَ
َۡوٱن  فُقََزا ِء ۡنِه  ُد َدقََٰ ۡٱنصَّ ا ًَ قَاِبۡ۞إََِّ زِّ
ۡ َۡحِكٍٞى َۡعهٌٍِى ُ َۡوٱّللَّ ِۡۗ ۡٱّللَّ ٍَ ۡيِّ ۡفَِزٌَضٗح ثٍِِمۖۡ ۡٱنسَّ ٍِ َۡوٱت  ِ ۡٱّللَّ َۡسثٍِِم َۡوفًِ ٍَ ِزِيٍ
َغَٰ ]سىرج٠َٓۡۡوٱن 
ۡ[٠ٓانرىتح,
Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubat (9): 60 
  Ayat di atas menerangkan yang menetapkan bahwa amil zakat salah satu 
di antara asnaf yang berhak menerima zakat berdasarkan kerja mereka.  
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ٌَّۡ ۡإِ ۡۖ ِهى   ٍ َۡعهَ َۡوَصمِّ ٍِهىۡتِهَا َۡوذَُشكِّ ۡذُطَهُِّزهُى  َۡصَدقَٗح نِِهى  َىَٰ ۡأَي   ٍ ِۡي
ُُۡۡخذ  َۡوٱّللَّ ۡۗ ۡنَّهُى  ٍٞ َۡسَك ذََك َصهَىَٰ
ٌٍعَۡعهٌٍِىۡ ًِ ۡ[١ٓٔ]سىرجۡانرىتح,١َۡٓٔس
 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Taubat (9): 
103) 
Selain dari ayat di atas ada pula dalil dalam bentuk hadist yang diterima 
dari Mu‟az ibn jabal yang menerangkan bahwa Nabi SAW memerintahkan 
agar memungut biji-bijian dari hasil biji-bijian dan kambing.  
ۡاْنَغَُِىۡ ٍَ ْۡنَحًةَۡوانَشاٍۡجِۡي ٍَ ِۡي ۡفَقََم:َۡخذَّاۡنَحّةً ٍِ ًَ ٍِْهَۡوَسهَّىۡتََعَسهُۡإِنَىۡاْنٍَ َۡرُۡسْىُۡلۡهللاَُۡعهَ ٌَ اَ
ۡانثَقَزَۡ ٍَ ۡاإِلۡتِِمَۡۡوۡانثَقََزۡجَۡي ٍَ  َوانِعٍُزِۡي
Artinya”Bahwasannya Rasulullah s.a.w mengutus Mu‟az ke Yaman, lalu 
beliau berkata: “Ambillah biji dari biji-bijian, kambing betina dari kambing, 
unta betina dari unta dan sapi betina dari sapi.” (H.R.Abu Dawud) 
           Dari Ayat dan Hadits tersebut cukup sebagai alasan mengatakan adanya 
lembaga pengelola zakat, yang disebut amil zakat.
53
 
Rujukan tentang peran dan kriteria amil zakat tentu adalah kepada apa 
yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau di masa 
hidupnya telah mengangkat beberapa sahabat yang mahir dan mumpuni, 
untuk diserahkan tanggung jawab menejemen zakat secara profesional.  Ibnu 
Sa‟ad menerangkan nama-nama petugas zakat yang telah diangkat sebagai 
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petugas resmi di masa Rasulullah SAW.
54
 Pengumpulan zakat telah dilakukan 
sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad (571-632), yang menurut pendapat 
mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijrah (624). Zakat fitrah (zakah al-fithr) 
sejak awal bersifat sukarela, terkait erat dengan hari raya „id al-fithr, dan 
bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta 
(zakah al-mal) yang sejak awal bersifat wajib. Mekanisme pengumpulan 
zakat harta sejak awal diregulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi 
Muhammad.  
       Beberapa karakteristik lain dari pengelolaan zakat di masa Nabi 
Muhammad adalah regulasi yang detail tentang pengumpulan dan 
pendistribusian zakat, termasuk tata krama petugas zakat dan sikap ideal 
masyarkat terhadap petugas zakat, pemisahan zakat dari penerimaan negara 
lainnya dengan pendistribusian yang juga terpisah. Penghimpunan dan 
pendistribusian secara umum bersifat lokal di mana zakat didistribusikan di 
wilayah di mana ia dipungut tanpa dikumpulkan secara terpusat. 
Penghitungan zakat secara umum dilakukan muzaki sendiri (self-assessment), 
dan pemungutan zakat secara wajib oleh petugas hanya dilakukan terhadap 
hewan ternak dan hasil pertanian. Dijelaskan pula dalam buku pemanfaatan 
zakat bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi 
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zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta da 
diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi.
55
 
      Adapun landasan dari ijma‟
56
 yaitu setelah Nabi Muhammad Saw wafat, 
maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Assidiq, sebagai 
khalifah yang pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang 
menolak membayar zakat kepada Khalifah Abu bakar. Khalifah mengajak 
para sahabat lainnya untuk bermufakat menetapkan pelaksanaan dan 
penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang 




       Ketika Nabi Muhammad wafat, terdapat pihak yang memunculkan 
permasalahan apakah zakat dibayarkan kepada Nabi secara pribadi ataukah 
kepada pemerintah. Di masa Khalifah Abu Bakr (632-634), beberapa kabilah 
Arab Baduwi menolak membayar zakat dengan beranggapan bahwa zakat 
merupakan pendapatan personal Nabi sehingga ketika Nabi wafat zakat tidak 
lagi wajib ditunaikan. Tercatat dalam sejarah, Abu Bakr memerangi mereka 
yang menolak membayar zakat ini, yang dikenal sebagai perang riddah. 
Peristiwa ini banyak disalahpahami beberapa kalangan, terutama para 
orientalis, sebagai bukti bahwa karakter zakat masih belum jelas di masa Nabi 
Muhammad dan implikasinya, Abu Bakr-lah orang yang bertanggung jawab 
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atas institusionalisasi zakat sebagai sebuah kewajiban pajak permanen dalam 
Islam.  Klaim ini dibantah al-Qardhawi (1973) yang berargumen bahwa 
permasalahan ini bukan karena masih belum jelasnya konsep zakat saat itu, 
melainkan lebih karena kabilah-kabilah itu baru memeluk Islam dan masih 




      Senada dengan apa yang dijelaskan sebelumnya bahwa peristiwa 
historis ini, yaitu kebijakan Khalifah Abu Bakr memerangi mereka yang 
menolak membayar zakat, juga banyak dijadikan pembenaran untuk 
penerapan zakat secara paksa oleh negara. Nsmun Abu „Ubayd (w.224/438) 
menginfomasikan bahwa yang diperangi Abu Bakr hanyalah mereka yang 
menolak membayar zakat bintang ternak (sedekah al-mawashi), sedangkan 
mereka yang menolak membayar zakat emas dan perak (uang) dibiarkan dan 
tidak diperangi oleh Abu Bakr. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat sebagai 
bagian dari institusi keuangan publik Islam memiliki dimensi ganda, yaitu 
dimensi ritual dan dimensi politik. 
Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, diriwayatkan 
secara lengkap oleh Abu „Ubayd (w. 224/838). Pada awalnya, zakat 
diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW atau orang yang 
dipercayakan Nabi untuk mengelolanya. Di masa Abu Bakr, zakat dikelola 
oleh khalifah diserahkan kepada orang yang dipercayakan untuk 
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mengelolanya. Demikian pula di masa „Umar, zakat diserahkan kepada 
„Umar atau orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Namun pasca 
„Usman Terbunuh, yaitu sejak masa kekuasaan „Ali, terjadi perbedaan 
pendapat di kalangan masyarakat Muslim. Sebagian tetap menyerahkan zakat 
kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara 
langsung kepada mustahik. 
       Tidak hanya itu, Ibn Taimiyah (1263-1328) dalam Majmu Fatwa 
menginformasikan bahwa di Mesir di masa dinasti Mamluk pengelolaan zakat 
oleh negara penuh dengan penyimpangan dari ketentuan. Zakat sering 
dikenakan bukan pada harta yang seharusnya, bahkan dikenakan terhadap 
harta yang dikecualikan oleh syari‟ah. Tarif zakat tidak dibatasi pada hasil 
pertanian. Zakat juga sering kali dipungut sebelum waktu satu tahun berlalu. 
       Bahkan hampir tidak ada informasi yang memadai tentang detail 
pengelolaan zakat dalam sejarah Islam. Namun praktik pengelolaan zakat di 
dunia Islam yaitu di Jazirah Arab, Turki „Utsmani dan Maghal India, 
menunjukkan beberapa pola umum yang khas yaitu: (i) pengumpulan zakat 
oleh negara hanya pada harta yang “terlihat” (amwal al-zhahirah) dengan 
atau tanpa istilah zakat, sedangkan zakat untuk harta yang “tidak terlihat” 
(amwal al-bathinah) dibayarkan secara sukarela; (ii) pengumpulan zakat oleh 
negara tidak dilakukan oleh institusi khusus, namun termasuk dalam 
administrasi pemerintahan secara umum; dan (iii) zakat fitrah (zakat al-fithr) 
selalu dilakukan secara sukarela. 
38 
 
        Terlihat jelas bahwa karakter politik zakat, yaitu pembayaran zakat 
amwal al-zhahirah ke penguasa, mengalami pasang surut, tidak selalu 
dipatuhi oleh publik Muslim. Pelaksanaan zakat secara politik banyak 
bergantung pada tingkat kepercayaan publik Muslim kepada negara. Adapun 
karakter ritual zakat, yaitu tertunaikannya kewajiban zakat amwal al-bathinah 
dan disampaikannya zakat kepada mustahik, selalu dipatuhi dan dilakukan 
publik Muslim di sepanjang sejarah sebagai urusan pribadi, tanpa intervensi 
negara.
59
 Al-Qardhawi memilih dan menguatkan dua pendapat Tentang  
Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat dalam fikih Islam. Pertama,  pengelolaan 
zakat merupakan bagian dari otoritas pemerintahan Muslim, di mana 
pemerintahan berhak mengumpulkan zakat dari seluruh jenis harta, baik yang 
zhahir maupun yang bathin, terutama ketika penguasa mengetahui bahwa 
rakyatnya melalaikan kewajiban zakat. Kedua, kegagalan pemerintah 
mengelola zakat, dengan membiarkan dan tidak memungut zakat dari 
masyarakat, tidak menghapus tanggung jawab individu dari pembayaran 
zakat, di mana muzaki tetap harus menilai zakat yang harus dibayarkan dan 
menyalurkannya sendiri kepada mustahik.  
        Dengan kata lain, pengelolaan zakat oleh negara bukanlah tujuan, 
melainkan hanyalah sarana. Tujuan utama pengelolaan zakat yaitu 
tersampaikannya zakat kepada mustahik secara tepat sasaran dan dengan 
kaidah fikih kontemporer, al-„ibrah bi maqashid al-syari‟ah (ibrah harus 
mengacu pada tujuan syari‟ah) dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
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syari‟ah. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana 
zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq. Namun, 
pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, 
dan pemberdayaan ekonomi menetapkan perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyari‟atkan untuk merubah 
mustahiq menjadi muzakki.
60
 Maka pengelolaan zakat oleh negara hanyalah 
instrumen dan bukan tujuan, akan lebih melindungi mashlahah dengan 
mendorong lahirnya kebijakan berorientasi syariah (siyasah syar‟iyyah), yang 
berfokus pada kemanfaatan (shalah) dan menjauhkan dari kerusakan (fasad).  
        Seluruh pembahasan di atas memperlihatkan bahwa dalam meng-
menjalankan fungsi kewenangannya dalam pemungutan zakat, pemerintahan 
Islam harus menunjukan komitmen yang kuat terhadap ajaran agama  dalam 
bentuk tidak bersikap zhalim, memungut dan mendistribusikan zakat sesuai 
ketentuan syari‟ah, memungut zakat amwal al-zhahirah saja dan memberi 
kesempatan kepada muzaki untuk membagikan sendiri sepertiga atau 
seperempat dari zakatnya. Ketika kualifikasi di atas tidak terpenuhi, maka 
dimensi politik zakat tidak lagi menjadi wajib, yang tersisa hanyalah dimensi 
ritualnya saja, yaitu: zakat harus didistribusikan kepada publik, baik melalui 
pemerintah maupun tidak.  
Pengelolaan zakat oleh negara bukanlah tujuan, ia hanyalah sarana. 
Tujuan utama pengelolaan zakat yaitu tersampaikannya zakat kepada 
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mustahik secara tepat sasaran dan dengan kemanfaatan yang paling optimal. 
Adapun pemungutan zakat secara paksa oleh pemerintahan sekuler di mana 
Islam tidak menjadi dasar pemerintahan, tidak memiliki landasan fikih yang 
memadai. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian besar negara Muslim 
kontemporer saat ini memungut zakat secara sukarela dan membiarkan, 
bahkan mendorong, masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi dalam 
mengelola zakat.
61
 Secara menarik, akomodasi masyarakat sipil dalam 
pengelolaan zakat nasional oleh UU No. 38/1999 ini mendapatkan dukungan 
fikih dari otoritas keagaamaan nasional, yaitu Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). Dalam fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat yang lahir pada 3 
maret 2011, berselang beberapa bulan sebelum lahirnya UU No. 23/2011, 
MUI menegaskan bahwa Amil Zakat dapat berasal dari unsur pemerintahan 
maupun unsur masyarakat (lembaga swasta) yang disahkan oleh pemerintah. 
MUI secara jelas menolak pendapat fikih yang diadopsi UU No. 23/2011 
bahwa pengelolaan zakat hanya dapat dilakukan oleh negara.  
       1. Syarat-syarat Amil Zakat 
           Menurut hukum  Islam Seorang amil zakat hendaklah memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut:  
1) Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum 
muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.  
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2) Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa 
yang sehat akal fikirannya. 
3) Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamanati harta 
kaum Muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tak 
dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik 
harta. Atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir 
miskin, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau untuk 
mencari keuntungan.  
4) Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas 
zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan 
umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu 
melaksanakan pekerjaannya, dan akan lebih banyak berbuat 
kesalahan. Masalah zakat membuatkan pengetahuan tentang harta 
yang wajib dizakat dan yang tidak wajib zakat. Juga urusan zakat 
urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk 
diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian 
tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan 
memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang 
menyangkut tugasnya.  
5) Kemampuan untuk  melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah 
memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup 
memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai 
kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Disebutkan dalam Quran: 
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“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 
bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” 
Demikian pula Nabiullah Yusuf a.s. berkata kepada raja: “ jaikanlah 
aku bendaharawan negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah 
orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Kata penjaga (hifzu) 
berarti dapat dipercaya. Kata ilmu berarti mampu dan ahli. Kedua 
syarat itu adalah asas segala pekerjaan yang berhasil.  
6) Pengangkatan kerabat Kebanyakan para ulama melarang kerabat 
Nabi dianggap sebagai amil zakat. Mereka itu adalah keluarga Bani 
Hasyim. Beralasan dengan hadist Fadhal bin al-Abbas dan Muthallib 
bin Rabi‟ah kepada Nabi untuk diangkat menjadi petugas sedekah. 
Salah seorang dari mereka berkata; “Wahai Rasulullah, kami datang 
kepadamu agar engkau perintakan kami mengurus sedekah-sedekah 
ini. Kami akan melaksanakan seperti yang dilaksanakan orang. Juga 
kami akan menunaikan tugas seperti orang lain. 
7) Amil zakat disyaratkan laki-laki. Sebagian ulama mensyaratkkan amil 
zakat itu harus laki-laki, mereka tidak membolehkan wanita 
dipekerjakan sebagai amil zakat, karena pekerjaan itu menyangkut 
urusan sedekah. Pendapat tersebut tidak mengemukakan alasan 
kecuali kata-kata Nabi s.a.w. yang berbunyi: 
“Tidak akan berhasil suatu kaum bila urusan mereka diserahkan 
kepada perempuan”. Dalam  batasan hadits ini, di antara para ulama 
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ada yang memberi alasan, bahwa tak ada satu riwayat pun yang 
menyebutkan amil zakat yang diangkat dari kaum wanita.  




C.  Pengelolaan Zakat menurut Pasal 18 UU No.23 tahun 2011 
Sebagaimana termaktub dalam pasal 18 Undang-Undang  No.23 
Tahun 2011 Tentang  Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat disebutkan bahwa 
tentang pembentukan lembaga amil zakat yaitu Pembentukan LAZ wajib 
mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin tersebut 
hanya akan diberikan jika  memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai 
berikut 
Pertama; Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dalam Islam 
pendidikan, dakwah, dan sosial: artinya Laz sudah terdaftar di kementrian 
hukum dan hak asasi manusia, baik organisasi masyarakat maupun 
organisasi kemasyarakatan pemuda dan lain sebagainya.
63
 
Kedua; Berbentuk lembaga berbadan hukum: idealnya amil  zakat 
dibentuk oleh negara, dalam hal ini khalifah, sultan atau amir yang resmi. 
Mereka adalah representasi dari para penguasa yang sah, dimana memang 
salah satu kewajiban penguasa adalah menegakkan syariat zakat. Tetapi 
boleh saja dibentuk oleh masyarakat sepanjang harus berbadan hukum.
64
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Ketiga; Mendapat rekomendasi dari BAZNAS (badan amil zakat 
nasional): artinya harus mendapat izin secara resmi dari menteri atau pejabat 
yang ditunjuk oleh menteri sebagai salah satu lembaga zakat dari Badan 




Keempat; Memiliki pengawas syariat: dalam artian pengelolaan 
zakat harus diawasi oleh pengawas yang memahami hukum-hukum tentang 
syariat terutama dibidang zakat.
66
 
Kelima; Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan 
untuk melaksanakan kegiatannya: artinya seluruh staff atau anggota LAZ 
mempunyai kompetensi dan pengalaman dibidangnya masing-masing. Baik 
dibidang teknis, administrasi maupun perihal pengelolaan keuangan serta 
yang bisa membuat sesuatu dapat lebih berguna dan bermanfaat.
67
 
Keenam; Bersifat nirlaba: maksudnya tidak bertujuan untuk mencari 




KeTujuh; Memiliki program untuk mendayagunakan zakat 
kesejahteraan umat: artinya LAZ mempunyai program kerja yang jelas, 
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seperti halnya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sebagai wujud dari 
mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat. 
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Delapan; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
70
 
Oleh pihak yang bekopeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut 
auditor, serta laporan pertanggung jawaban per tahun harus ada bik dari data 
yang masuk maupun yang keluar dan data itu siap diauditkan oleh lembaga 
audit syariah.  
C.  Tinjauan Pustaka  
Tinjauan pustaka merupakan salah satu acuan untuk penelitian 
selanjutnya, dimana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk 
membandingkan penelitiannya. Setelah peneliti melakukan research 
terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa 
penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti. Adapun penelitian-penelitian dimaksud antara lain : 
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Siti Lestari dari UIN Walisongo 
Semarang tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pengelolaan 
Zakat Produktif untuk pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan 
Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi 
di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal terlaksana. Pengambilan 
data dilakukan dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal mempunyai program 
pendayagunaan yang bersifat produktif yakni diberikan kepada para mustahiq 
dalam bentuk ypemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di 
pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin 
berwirausaha. Selain itu lembaga ini  juga memberikan bantuan modal untuk 
menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman 
bergulir tanpa bunga dan pengambilannya dicicil selama sembilan kali. 
Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor  penghambat 
pengalokasian zakat produktif di anataranya :  (1) pegawai BAZNAS juga 
PNS aktif, (2) dana yang sangat kurang dibandingkan dengan mustahiq yang 
ada, (3) kurangnya tingkat kesadaran mustahiq (4) susahnya mencari 
mustahiq yang benar-benar bisa dipercaya.  
Kedua penelitian skripsi Risnawati.T dari IAIN Kendari tahun 2018 
yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Amin Taqwa 
Kelurahan Wua-Wua Kota Kediri”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan zakat di masjid Amin 
Taqwa Kelurahan Wua-Wua kota Kediri. Hasil penelitian menujukan bahwa 
manajemen pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua 
Kota Kendari, sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.  
Meskipun demikian ada beberapa hal yang harus diperbaiki dikarenakan 
belum sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik khususnya dalam 
hal pengorganisasian dan pengawasan.  
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Ketiga,  penelitan skripsi dari Budi dari UIN Raden Intan Lampung tahu  
2017 dengan judul “ Pengelolaan Zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) 
kabupaten Tulang Bawang. Tujuan dari penelitian ini  untuk mengetahui 
pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ di kabupaten Tulang Bawang. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan Zakat yang 
dilakukan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang 
diarahkan untuk menunjang program pendidikan dengan cara memberikan 
bantuan dana beasiswa kepada peserta didik yang orang tua-nya tergolong 
miskin sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan. Di samping itu ada 
pula program ekonomi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan 
keterampilan wirausaha dan bantuan kepada korban banjir agar penderitaan 
mereka dapat menjadi ringan  serta tidak ada yang terlantar. 
Dari uraian di atas dapat difahami bahwa penelitian ini memiliki 
persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti Tentang  
Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat. Sedangkan  perbedaannya terletak pada 
objek permasalahan yang diteliti, pendekatan yang digunakan serta lokasi di 
mana penelitian ini dilakukan. Objek penelitian ini berfokus pada pasal 18 
UU Nomor 23/2011,  menggunakan pendekatan / analisis Maqashid Syariah, 








DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
 
A.  Tinjauan Umum tentang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 
1. Sejarah Singkat  
      Kecamatan Perwakilan Adiluwih dibentuk pada tahun 1990 
berdasarkan surat Gubernur TK 1 Lampung Nomor: b/305/B/II/ HK/1990 
tanggal 27 Agustus 1990 dan surat persetujuan Menteri dalam Negeri 
Nomor: 138/1433/PUOD tanggal 24 April 1990.  Pada mulanya 
Kecamatan Perwakilan Adiluwih merupakan wilayah kerja Kecamatan 
Sukoharjo, Pada tanggal 28 Januari pekon Tritunggal Mulyo masuk dalam 
wilayah Kecamatan Adiluwih sebagai pemekaran dari Kecamatan Gading 
Rejo sehingga jumlah pekon dalam Kecamatan Adiluwih menjadi 10 
pekon. Kemudian  berdasarkan surat Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor: 
09 tahun 2000 tanggal 19 Juli 2000, Kecamatan Perwakilan Adiluwih di 
tetapkan menjadi Kecamatan yang definitif (Kecamatan Adiluwih) dengan 
ibu kota Kecamatan di Adiluwih. 
        Semasa Kecamatan Adiluwih  berstatus perwakilan, wilayah ini 
telah dipimpin oleh Camat pembantu antara lain sebagai berikut: 
1. Drs. Iskandar Alamsyah tahun 1990 s/d 1994 
2. Drs. Chottob tahun 1994 s/d 1999 
3. Drs. Nasrun Yusuf tahun 1999 s/d 2000 
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    Ketika pemerintahan Kecamatan ini berubah menjadi Kecamatan 
definitif, yang ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Nomor: 
09/2000 tanggal 19 Juli 2000 dan diresmikan pada tanggal 22 Agustus 
2000, pejabat pimpinan kecamatan (Camat) secara berturut-turut adalah 
sebagai berikut: 
1. Drs. Nasrun Yusuf (tahun 2000 s/d 2003). 
2. Drs. H. Arifin Basroni (tahun 2003 s/d 2005). 
3. Drs. H. Supartono  (tahun 2005 s/d 2007). 
4. Drs. Ananto Pratikno (tahun 2007 s/d 2008). 
5. Edi S. Pamungkas, S.Sos (tahun 2008 s/d 2 Februari 2010). 
6. Drs. Ananto Pratikno, M.M  ( 2010 s/d 2011). 
7. Humaidi Elhudri (tahun 2011 s/d Agustus 2011). 
8. Edi. S. Pamungkas, S.Sos., M.M (Agustus 2011 s/d Januari 2013). 
9. Hi. Sukri, S.E (Januari 2013 s/d Maret 2014). 
10. Dewanto Dwi Utomo, S.H (Maret 2014 s/d Mei 2016). 
11. Drs. Sunargianto, M.Pd (Mei 2016 s/d 31 Desember 2016). 
12. Drs. Khaniffudin (3 Januari 2017 s/d 5 Februari 2018). 
13. Sutaryo BBA, S.Pd (5 Februari s/d 1 Desember 2019). 
14. Gandung Hartadi S.Pd ., M.M (1 Desember 2019 s/d sekarang). 
           Sesuai dengan Perda 12 tahun 2002 tentang pelimpahan tugas Bupati 
kepada Camat, tugas-tugas pokok pemimpin wilayah Kecamatan ( Camat)  
meliputi bidang-bidang berikut : 
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1. Pendapatan asli daerah (PAD) 
2. Bidang pemerintahan 
3. Bidang pembangunan 
4. Bidang pelayanan masyarakat 
Khusus mengenai bidang pelayanan pada warga masyarakat kegiatan-
kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi pelayanan: 
- Legislasi KTP, KK, akta kelahiran dan SKTM 
- Surat pindah 
- Kelakuan baik 
- Catatan sipil 
- Izin keramaian dan lain-lain. 
      Selain kantor camat yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan di 
Kecamatan Adiluwih juga terdapat sejumlah kantor-kantor Dinas/ Instansi 
lain yang meliputi :  
1. Kasub sektor Adiluwih (gedung sendiri) 
2. Porsamil Adiluwih (menyewa) 
3. Kantor cabdin P & K (gedung sendiri) 
4. Kantor urusan agama (gedung sendiri) 
5. KCD pertanian (gedung sendiri) 
6. KCD Disbun (menyewa) 
7. Puskesmas Adiluwih (gedung sendiri) 
8. Puskesmas Bandung Baru (gedung sendiri) 
9. Puskesmas 5 buah 
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10. Posyandu 35 buah 
11. Klinik bersalin 4 buah. 
Selain daripada itu, ada pula kantor instansi lain yang khusus 
mendukung perekonomian rakyat, yakni : 
1. BRI Unit 1 buah 
2. KUD 1 buah 
2. Aspek  Geografis Kecamatan Adiluwih 
Kecamatan Adiluwih memiliki luas kurang lebih 56,73 km dengan 
batas wilayah sebagai berikut: 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banyumas 




  Kecamatan Adiluwih terletak pada ketinggian 114 M di atas 
permukaan laut dengan kondisi alam yang datar dengan curah hujan 
cukup. Suhu udara pada titik maksimum berkisar pada 30⁰ C sedangkan  
suhu minimum bisa mencapai 21⁰ C. 
           Jarak Wilayah ini ke Ibukota Kabupaten di Pringsewu berkisar 
kurang lebih 20 Km jauhnya. Sedangkan jarak tempuh dari Kecamatan 
Adiluwih ke Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung)  mencapai  
105 Km jauhnya.  
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    Sampai dengan akhir tahun 2006 Kecamatan Adiluwih telah 
memiliki 17 wilayah administratif dalam bentuk pekon. Tetapi pada bulan 
Desember 2006, untuk mempersingkat rentang kendali, efesiensi waktu 
dan sentralisasi kepemerintahan, tiga (3)  pekon yang semula bergabung 
dalam Kecamatan Adiluwih (yaitu pekon Waya Krui, Nusa Wungu, dan 
Sri Rahayu) melepaskan diri dan bergabung dengan Kecamatan yang baru 
dibentuk yaitu Kecamatan Banyumas.  Pada waktu yang hampir 
bersamaan, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2007, pekon Purwodadi 
menjadi pekon definitif dan masuk ke wilayah pemekaran pekon Waringin 
Sari Timur. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 28 Februari 2007 
Kecamatan Adiluwih hanya membawahi 13 pekon, sebagaimana tertera 
dalam tabel  berikut: 
Tabel 1 
Daftar Pekon Kecamatan Adiluwih 
No Nama Pekon Kepala Pekon 
1 Adiluwih Dedi Sutrisno 
2 Bandung Baru Muhidin (Pj) 
3 Enggal Rejo Rosadi (Pj) 
4 Sinar Waya Yulhaidir 
5 Sukoharum Ridwan 
6 Waringin Sari Timur Ali Mustofa 
7 Tri Tunggal Mulyo Asmudi (Pj) 
8 Purwodadi Subardian 
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9 Srikaton Adek Gunawan 
10 Tunggal Pawenang Heru Efendi 
11 Kutawaringin Bace Subarnas 
12 Tokokarto Samad 
13 Bandungbaru Barat Rohidin 
 
3. Aspek Demografis  
             Kecamatan Adiluwih terdiri dari 13 pekon dengan jumlah KK 
sebanyak 9.710. Berdasarkan data Sensus bulan Desember 2019 jumlah 
penduduk Kecamatan Adiluwih tercatat sebanyak 35.243 jiwa yang terdiri 
dari laki-laki sebanyak 18.151 orang dan  perempuan sebanyak 17.092 
orang, dengan sebaran sebagai berikut: 
Tabel 2 
Sebaran Penduduk Kecamatan Adiluwih 







1 Adiluwih 194 3.666 7.120 
2 Bandung Baru 111 5.347 5.940 
3 Enggal Rejo 192 1.352 2.600 
4 Sinar Waya 203 982 2.000 
5 Sukoharum 280 2.011 5.650 
6 Waringin Sari Timur 337 2.083 7.020 
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7 Tri Tunggal Mulyo 256 1.949 5.000 
8 Purwodadi 141 2.891 4.080 
9 Srikaton 158 2.942 4.650 
10 Tunggal Pawenang 183 1.522 2.800 
11 Kutawaringin 141 3.061 4.120 
12 Tokokarto 134 2.520 3.240 
13 Bandungbaru Barat 116 1.878 2.180 
 Jumlah 160 35.243 56,400 
 
                       Dilihat dari segi sebaran usia, penduduk Kecamatan Adiluwih dapat 
digambarkan secara berikut : 
Tabel 3 
Jumlah penduduk menurut umur Tahun 2019 







1 0-4 Tahun 1780 1685 3465 
2 5-9 Tahun 1196 1286 2482 
3 10-14 Tahun 1231 1192 2423 
4 15-19 Tahun 1361 1395 2756 
5 20-24 Tahun 1408 1214 2622 
6 25-29 Tahun 1256 1035 2291 
7 30-34 Tahun 1673 1287 2960 
8 35-39 Tahun 1153 1048 2201 
9 40-44 Tahun 1185 1178 2363 
10 45-49 Tahun 1207 1157 2364 
11 50-54 Tahun 1048 1039 2087 
12 55-59 Tahun 1037 1068 2105 
55 
 
13 60-64 Tahun 986 988 1974 
14 65-69 Tahun 605 627 1232 
15 70-74 Tahun 426 415 814 
16 75+ 469 485 954 
 Jumlah 17183 17099 35243 
 
    Ditinjau dari latar belakang suku, Penduduk Kecamatan Adiluwih 
mayoritas terdiri dari Suku Jawa (75 %), Suku Lampung (18 %), dan Suku 
Sunda (5 %), dan ada sebagian kecil suku Sumatera Selatan yang tersebar 
di lima desa,.Walaupun di Kecamatan Adiluwih para penduduk memiliki 
latar belakang suku yang berbeda (penduduk asli Lampung dan penduduk 
pendatang) namun mereka dapat hidup secara rukun, tenteram, dan bersatu 
dalam kegiatan secara gotong royong. 
        4. Sektor Agama, pendidikan, ekonomi dan Sosial 
    Ditilik dari latar belakang agama, sebaran penduduk Kecamatan 
Adiluwih dapat digolongkan secara berikut : 
1. Agama Islam (33.426 jiwa) 
2. Agama Katholik (977 jiwa) 
3. Agama Prostetan (347 jiwa) 
4. Agama Hindu (284 jiwa) 
5. Agama Budha (184 jiwa) 
            Para umat beragama ini memiliki sarana dan prasarana peribadatan 




1. Masjid 44 Unit  
2. Mushola 119 Unit 
3. Gereja 7 Unit 
4. Pura 2 Unit 
5. Kuil  (-) 
Meski penduduk di wilayah ini terdiri dari penganut-penganut agama 
yang berbeda, namun perbedaan keyakinan tersebut tidak mempengaruhi 
kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal 
bidang keagamaan di Kecamatan Adiluwih kerukunan umat beragama 
antara penduduk terjalin dengan sangat harmonis dan baik. 
          Untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat di bidang 
pendidikan di Kecamatan Adiluwih terdapat sejumlah lembaga pendidikan 
yang memberikan pelayanan pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak 
hingga Sekolah Menengah Atas. Sekolah-sekolah tersebut ada yang 
berstatus negeri ( dikelola oleh Pemerintah) adapula yang berstatus swasta 
(dikelola oleh yayasan-yayasan swasta).  
Adapun sebaran jumlah lembaga pendidikan berdasarkan jenjang 
pendidikannya, adalah sebagai berikut :   
- Taman kanak-kanak 6 buah 
- Tingkat SD Negeri 33 buah 
- MIN 1 buah 
- Tingkat SMP Negeri 2 buah 
- Tingkat SMP swasta 6 buah 
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- SLTA Negeri 1 buah 
- SLTA swasta 2 buah 
     Ditilik dari sisi perekonomian penduduk, dapat dikatakan bahwa  
penduduk  Kecamatan Adiluwih mayoritas terdiri dari para petani. 
Meskipun demikian ada pula warga yang menekuni bidang niaga, 
peternakan, industri jasa dan lain lain. Sebaran penduduk berdasarkan jenis 
mata pencaharian adalah sebagai berikut :    
- Petani 25.175 orang 
- Peternak 145 orang 
- Pedagang 257 orang 
- Buruh 125 buah 
- Jasa 46 orang 
Banyaknya penduduk yang menekuni bidang pertanian ini dapat 
dimengerti karena lahan yang tersedia di Kecamatan Adiluwih cukup luas 
yakni 4.605 Ha yang terrdiri dari lahan sawah sekitar 292 Ha dan lahan 
bukan sawah 4313 Ha. Adapun rincian secara detail mengenai penggunaan 
lahan yang ada di Kecamatan Adiluwih adalah sebagai berikut : 
a. Sawah menurut irigasinya 
Irigasi teknis  : 0 
Tadah hujan  : 291 Ha 
b. Lahan kering yang diusahakan untuk pertanian  
Ladang  : 3114 Ha 
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Perkebunan  : 1239 Ha 
c. Lahan kering yang tidak diusahakan bukan untuk lahan pertanian  
Perumahan, pemukiman dan bangunan lainnya : 955 Ha 
Lahan-lahan yang tersedia itu sebagian besar dimanfaatkan oleh 
penduduk setempat untuk menanam tanaman palawija, sebagian lagi untuk 
tanaman holtikultura. Rician luas lahan yang dim,anfaatkan untuk 
menanam tanaman palawija beserta besaran produksinya dapat difahami 
lewat tabel berikut:   
Tabel 4 
Luas produksi tanaman palawija 
 





1 Padi sawah 542 2788 
2 Padi ladang - - 
3 Jagung 5733 27017 
4 Kedelai - - 
5 Kacang tanah 31 24 
6 Kacang hijau 5 4 
7 Ubi kayu 88 1760 
8 Ubi jalar - - 
 Jumlah 6399 31593 
 
           Sedangkan luas lahan yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman 





Luas panen produksi tanaman holtikultura 
 







1 Alpukat - - 
2 Belimbing - - 
3 Duku - - 
4 Durian 1 5 
5 Jambu air - - 
6 Jambu biji - - 
7 Jeruk - - 
8 Kedondong - - 
9 Mangga - - 
10 Manggis - - 
11 Nangka - - 
12 Nanas 2 2.5 
13 Pepaya 1.20 24.00 
14 Pisang 22 330 
15 Rambutan 15.00 64.00 
16 Salak - - 
17 Sawo - - 
18 Sirsak - - 
 Jumlah 42.2 425.5 
 
            Selain dari produksi tanaman palawijaya dan tanaman 
holtikultura, penduduk Kecamatan Adiluwih banyak pula yang menekuni 
bidang tanaman perkebunan dan sayur-sayuran sebagaimana 






Luas panen dan produksi tanaman sayuran 
 






1 Aren - - 
2 Kopi - - 
3 Cengkeh - - 
4 Jahe 1.9 28.5 
5 Kakao 164 115.2 
6 Kapuk randu - - 
7 Karet - - 




10 Kelapa hibrida - - 
11 Kemiri - - 
12 Kencur 2.4 28.8 
13 Kunyit 1.9 288 
14 Lada - - 
15 Lengkuas 230 2300 
16 Nilam - - 
17 Pinang - - 
18 Pala - - 
19 Tembakau 10.00 8.00 
 Jumlah 1224.5 677 
 
            Dengan banyaknya ragam kegiatan ekonomi penduduk sebagaimana 
digambarkan di atas, dapat dikatakan bahwa penduduk Kecamatan Adiluwih 
telah mampu berswasembada pangan, bahkan tidak hanya itu, hasil-hasil 
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pertanian mereka pun dapat dikirim ke luar wilayah sehingga mendatangkan 
sumber pendapatan tambahan bagi penduduk setempat.   
B. Perkembangan Lembaga Pengelola Zakat di Kecamatan Adiluwih 
Kabupaten Pringsewu 
  Sebelum tahun 1990, pengelolaan zakat di kecamatan Adiluwih masih 
menggunakan manajemen konvensional, dalam arti dikelola oleh individu-
individu tertentu secara tradisional dan tidak menggunakan manajemen 
modern. Individu-individu dimaksud mayoritas adalah para pengurus masjid, 
tokoh agama atau tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat setempat 
berdasarkan kepercayaan dan ketokohan mereka.  
Namun setelah tahun 1990, pengelolaan zakat di wilayah ini tidak lagi 
dikelola secara individual melainkan telah meningkat ke arah instutusional 
yang menginduk kepada organisasi-organisasi keagamaan yang ada dalam 
masyarakat seperti : Nahdalatul “Ulama, Muhamadiyaah, Persis dan lain lain. 
Karena lembaga itu menginduk pada ormas-ormas keagamaan yang ada maka 
secara otomatis bidang garap organisasi itu tidak hanya melulu mengurusi 
soal zakat saja melainkan lebih banyak terfokus pada bidang-bidang 
pelayanan masyarakat seperti : pendidikan, dakwah, penyantunan anak, dan 
lain lain.    
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang  
Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat, maka lembaga pengelola yang menginduk 
pada bidang tertentu dalam organisasi masyarakat itu mulai memfokuskan 
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diri hanya dalam pengelolaaan zakat saja dan membentuk lembaga baru yang 
bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ).   
Ketika Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 terbit, Lembaga-lembaga 
Amil Zakat yang ada di Kecamatan Adiluwih belum dapat dikatakan 
berstatus resmi karena pembentukan lembaga tersebut, berikut izin 
operasionalnya, hanya berlandaskan kepada Surat Keputusan  yang 
dikeluarkan oleh pimpinan organisasi induk. Berkat sosialisasi yang terus 
menerus dan disertai dengan dukungan dari pimpinan-pimpinan organisasi 
keagamaan baik di tingkat Pusat maupun daerah daerah, secara berangsur-
angsur satu persatu lembaga-lembaga yang ada itu mulai memperoleh satus 
legalitas operasionalnya. Legalitas ini ditunjukkan dengan keluarnya izin 
operasional dari sejumlah lembaga yang berwenang, yang dalam hal ini 
adalah Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).   
Izin tersebut diberikan setelah lembaga yang diusulkan memenuhi beberapa 
persyaratan tertentu yang salah satunya adalah mendapatkan rekomendasi 
dari Badan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS). 
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  Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan, hingga saat ini di 
Kecamatan Adiluwih telah berdiri sebanyak 163 Lembaga Amil Zakat.
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Hampir seluruh lembaga-lembaga Amil Zakat tersebut dapat dikatakan telah 
memenuhi persyaratan legalitas formalnya. Hal ini didukung dengan fakta 
bahwa masing-masing lembaga Amil Zakat telah memiliki Surat Izin 
operasional dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Agama 
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dan BAZNAS. Izin operasional itu memiliki masa berlaku hingga  5 tahun. 
Dan setelah itu harus diperbaharui kembali. Pembaruan SK memerlukan 
kelengkapan-kelengkapan dokumen yang meliputi susunan personalia 
Pengurus mulai dari Dewan Penyantun, Pengurus Harian (Ketua, Sekretaris 
dan Bendahara) hingga ke tingkat anggota.
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          Di luar dari lembaga-lembaga yang telah mendapatkan legalitas dan 
izin operasional tersebut, ada sejumlah kecil lembaga yang belum 
mendapatkan izin karena sedang dalam tahapan proses pengurusan 
administrasi. Harus diakui bahwa rentang koordinasi administrasi perizinan 
tersebut memang relatif cukup panjang dan memakan waktu, dimulai dari 
pengurusan di tingkat kecamatan, lalu ke tingkat Kabupaten, selanjutnya ke 
tingkat provinsi, hingga akhirnya ke tingkat nasional.  
   Dapat dikemukakan bahwa seluruh lembaga-lembaga zakat yang 
ada di Kecamatan Adiluwih memusatkan kegiatan mereka di masjid atau 
musholla yang ada di dusun masing-masing. Lokasi operasional ini dipilih 
karena semua Lembaga-lembaga Amil Zakat yang ada belum memiliki 
gedung kantor sendiri. Selain dari di masjid atau di musholla terkadang 
operasional dilaksanakan juga di rumah kediaman Ketua LAZ atau di tempat 
lain yang memungkinkan untuk ditempati.
75
  
Untuk kegiatan yang berbentuk rapat/pertemuan internal pengurus, 
atau ketika ada  pemeriksaan soal keuangan dari lembaga-lembaga tertentu, 
keabanyakan dilakukan di rumah ketua.  Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan  
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yang menyangkut penerimaan hingga pendistribusian hasil zakat, kebanyakan 
dilakukan di masjid atau musholla, dengan dihadiri oleh para mustahiq. 
76
 
Jenis-jenis zakat yang dikumpulkan melalui amil zakat umumnya 
terdiri dari dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat-zakat itu 
terkumpul melalaui mekanisme muzzaki datang sendiri ke amil dan 
menyerahkan zakat mereka. Hampir tidak pernah personil „amil datang ke 
muzaki secara door to door untuk melakukan pengumpulan zakat karena 
biasanya zakat-zakat itu dikeluarkan oleh para muzaki hanya pada waktu-
waktu tertentu, terutama di bulan Ramadhan. 
Sebelum harta zakat didistribusikan, para „amil biasanya melakukan 
rapat untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditetapkan sebagai mustahik 
berikut besaran yang akan mereka terima. Hal ini dilakukan agar 
pendistribusian harta zakat tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan 
Syari‟at dan tepat sasaran.  Pola pembagian umumnya dilakukan dengan 
menetapkan 5 (lima) asnaf/golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, 
fisabilillah, dan  ibnu sabil. 
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Untuk menetapkan porsi pembagian para mustahiq, penetapan dilakukan 
dengan menggunakan sistem proporsional dan bukan secara pukul rata. 
Proporsi yang paling besar biasanya diperuntukkan untuk kelompok fakir dan 
miskin, kemudian di susul dengan Ibnu sabil, Sabilillah dan terakhir untuk 
para „amil. Ada beberapa Lembaga Amil zakat yang membedakan porsi 
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pembagian antara kelompok fakir dengan kelompok yang miskin, namun ada 
pula yang menyamaratakan saja tanpa membedakan porsi perolehan mereka. 
Bagi Lembaga Amil Zakat yang yang membedakan porsi pembagian antara 
kelompok fakir (anak-anak yatim/piatu, janda-janda tua, penyandang 
disabilitas, dll) dengan kelompok miskin, porsi kelompok fakir biasanya 
dibuat lebih besar dari kelompok miskin. Dasar pertimbangan mereka adalah 
karena kelompok faqir meimiliki kebutuhan yang jauh lebih besar dari 
kelompok miskin. Hal ini dikarenakan kelompok faqir dipandang memiliki 
kebutuhan yang lebih besar dari kelompok miskin dikarenakan mereka sama 
sekali tidak memiliki harta, pekerjaan ataupun sumber penghasilan,  sehingga 
hidup mereka sangat bergantung kepada santunan dari lingkungannya. 
Sedangkan kelompok miskin, mereka ini umumnya memiliki penghasilan, 
namun penghasilan itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari. 
78
 Model pembagian semacam ini menurut penulis sangat tepat 
karena akan lebih menjamin pembagian harta zakat yang adil dan tepat 
sasaran. 
       Terkait dengan porsi amil, penetapan porsi dilakukan berdasarkan 
pertimbangan person. Dalam arti, jika untuk pembagian porsi selain amil 
dipertimbangkan pula jumlah jiwa yang menjadi tanggungan para mustahiq, 
maka dalam pembagian hak para amil hanya dihitung person tanpa 
memasukkan perhitungan jumlah anggota keluarganya. Penetapan ini 
menurut penulis sudah tepat karena hitungan porsi personel amil memang 
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cukup disandarkan kepada jumlah personnya saja. Perlu ditegaskan pula di 
sini bahwa meskipun amil zakat itu sifatnya kelembagaan, namun 
pengurusnya tidak memperoleh honor ataupun tambahan pemasukan lain; jadi 
semata-mata hanya memperoleh apa yang memang sudah menjadi haknya 
sebagai amil. 
79
 Selanjutnya, setelah daftar calon penerima berikut besaran 
perolehannya masing-masing ditetapkan, barulah harta zakat yang ada dibagi 
dan didistribusikan langsung kepada mustahiqnya. Demikianlah pola 
penetapan porsi pembagian harta zakat yang umum diberlakukan oleh 
lembaga-lembaga amil zakat di Kecamatan Adiluwih.  
Terkait dengan kompetensi personil pengurus lembaga amil zakat, 
dapat dikemukakan di sini bahwa tidak semua anggota pengurus memiliki 
kompetansi/skill yang memadai yang berhubungan dengan tugas yang 
diembannya. Berdasarkan fakta yang penulis dapatkan di lapangan, hanya 
beberapa lembaga amil zakat saja yang pengurus yang memiliki pengetahuan 
tentang akuntansi. Mayoritas lembaga melakukan pembukuan keuangan 
hanya berdasarkan catatan-catatan biasa yang sifatnya konvensional, dan 
belum menggunakan metode akuntansi mocdern. Meskipun demikian, 
catatan-catatan itu sudah cukup menunjukkan transparansi pengurus dalam 
pengelolaan harta zakat, sehingga jika dilakukan audit, data-data pendukung 
tersedia meski tersaji dalam bentuk yang masih konvensional. Adapun yang 
berkait dengan kemampuan kesekretariatan, umumnya lembaga-lembaga 
yang ada memiliki personil yang menguasai komputer dan mengerti tentang 
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tata administrasi/persuratan kelembagaan. Demikian pula halnya dengan latar 
belakang pengetahuan keagamaan pengurus, hampir semua lembaga memiliki 
pengurus/dewan pengawas yang memahami seluk beluk hukum Islam. 
Walaupun, harus diakui tidak semua anggota pengurus memiliki kompetensi 
semacam itu, karena banyak juga di antara personil pengurus yang tidak 
begitu mendalam pengetahuannya tentang fiqh/ushul fiqh.  
     Berkait dengan program kerja kelembagaan, dapat dikatakan bahwa 
semua lembaga amil zakat yang ada di Kecamatan Adiluwih memiliki 
program tertentu yang disusun dan diarahkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan umat. Program-program itu umumnya masih bersifat konsumtif 
dan belum mengarah kepada pengembangan ekonomi produkltif, dikarena 
besaran pemasukan yang diperoleh dari para muzakki sementara ini baru 
sebatas pemenuhan kebutuhan mendesak para warga semata.
80
 
       Untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, hampir 
semua lembaga-lermbaga amil zakat di Kecamatan Adiluwih telah melakukan 
pembukuan yang baik menyangkut penerimaan dan pengeluaran harta zakat 
yang diamanatkan umat kepada pengurus. Buku-buku kas itu disimpan oleh 
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A. Analisis Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
Tentang  Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat di Kecamatan Adiluwih 
Kabupaten Pringsewu 
Untuk mengukur sejauhmana ketentuan-ketentuan yang  termaktub dalam 
pasal 18 UU Nomor 23 tahun 2011 telah terimplementasi dengan baik, 
diperlukan adanya tolok ukur yang tepat dan berlandaskan kepada apa yang 
telah dimuat dalam perundang-undangan. Tolok ukur dimaksud meliputi 8 
(delapan) kriteria sebagaimana diketengahkan berikut ini. 
            Pertama; Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dalam Islam 
pendidikan, dakwah, dan sosial:   
Seperti telah dikemukakan di bagian terdahulu, semua Lembaga Amil 
Zakat yang ada di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu memiliki latar 
belakang organisasi kemasyarakatan yang resmi. Sebagian besar menginduk 
kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang telah mapan, seperti 
organisasi Nahdhatul „Ulama dan  Muhammadiyah, sementara sebagian kecil 
berdiri atas inisiatif swadaya masyarakat. Organisasi-organisasi dimaksud ada 
yang khusus memberikan pelayanan di bidang pendidikan, ada yang bergerak 
di bidang dakwah keagamaan, kegiatan sosial (penyantunan kaum dhu‟afa dan 
anak yatim), dan lain-lain. Semuanya telah terdaftar secara resmi di 
Kementerian Hukum dan HAM.  Fakta ini secara tidak langsung menunjukkan 
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bahwa ketentuan peraturan perundang-undang pada poin yang pertama ini telah 
terimplementasi dengan baik.  
             Kedua; Berbadan hukum:  
 Sejak tahun 1990 semua pengelolaan Zakat di Kecamatan Adiluwih tidak lagi 
dilakukan secara personal dan konvensional melainkan telah dikelola oleh 
suatu organisasi berbadan hukum yang memperoleh pengesahan dari 
Kementerian Hukum dan HAM. Fakta ini menunjukkan bahwa persyaratan 
kedua ini telah diimplementasikan secara baik dan utuh sehingga menjamin 
effektivitas pengelolaan zakat.  
Ketiga; Mendapat rekomendasi dari BAZNAS; 
Rekomendasi Baznas merupakan salah satu syarat untuk dapat 
dikeluarkannya izin operasional lembaga. Oleh karena semua Lembaga Amil 
Zakat yang ada telah memperoleh izin operasaional dari kementerian maka 
fakta itu secara otomatis menggambarkan bahwa masing-masing lembaga telah 
juga memiliki rekomendasi dari BAZNAS. Oleh karena hampir semua 
Lembaga Amil Zakat yang ada di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 
telah memiliki Surat Izin operasional dari lembaga yang berwenang, maka 
fakta itu secara otomatis menunjukkan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undang pada poin yang ketiga  ini  telah pula terimplementasi dengan 
sempurna.   
           Keempat; keberadaan pengawas syariat:  
  Seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu, lembaga-lembaga amil 
zakat yang ada di Kecamatan Adiluwih kebanyakan belum memiliki lembaga 
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Pengawas Syari‟at yang bertugas untuk mengawasi operasinal lembaga agar 
berjalan sesuai dengan ketentuan syari‟at. Kebanyakan hanya disandarkan 
kepada figur-figur tertentu tang sifatnya perseorangan yang kebetulan ikut 
dilibatkan dalam kepengurusan lembaga amil zakat. Ke depan poin ini perlu 
memperoleh perhatian dari semua fihak agar kinerja LAZ dapat semakin 
berkualitas dan memenuhi semua prinsip yang telah ditentukan oleh Syara‟.  
Kelima; Memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan administrasi dan 
keuangan yang memadai.  
Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, tidak semua 
personil pengurus lembaga amil zakat memiliki kompetansi/skill yang 
memadai yang berhubungan dengan tugas yang diembannya. Hanya beberapa 
lembaga amil zakat saja yang pengurus yang memiliki pengetahuan tentang 
akuntansi, sementara mayoritas lembaga melakukan pembukuan keuangan 
hanya berdasarkan catatan-catatan biasa yang sifatnya konvensional, dan 
belum menggunakan metode akuntansi mocdern. Meskipun demikian, hal itu 
sudah cukup menunjukkan transparansi pengurus dalam pengelolaan harta 
zakat, sehingga jika dilakukan audit, data-data pendukung tersedia meski 
tersaji dalam bentuk yang masih konvensional. Adapun yang berkait dengan 
kemampuan kesekreatriatan, umumnya lembaga-lembaga yang ada memiliki 
personil yang menguasai komputer dan mengerti tentang tata 
administrasi/persuratan kelembagaan. Demikian pula halnya dengan latar 
belakang pengetahuan keagamaan pengurus, hampir semua lembaga memiliki 
pengurus yang memahami seluk beluk hukum Islam. Walaupun, harus diakui 
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masih banyak anggota pengurus yang belum memiliki kompetensi semacam 
itu.  
            Keenam; Bersifat nirlaba:  
Sesuai dengan watak dasarnya, lembaga amil zakat sama sekali tidak 
ditujukan untuk menjadi suatu lembaga yang mengejar profit/keuntungan yang 
berupa uang atau hal lainnya, melainkan lebih fokus ke tujuan pokoknya yakni 
sebagai lembaga fasilitator yang bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam. 
Karakter ini nampak tercermin secara jelas di Lembaga-lembaga Amil Zakat 
yang ada di Kecamatan, yang ini ditunjukkan dengan manajemen keuangan 
yang transparan dan akuntabel.  
Ketujuh; Memiliki program kerja yang konkrit dan feasibel 
Untuk mendayagunakan zakat demi mendukung kesejahteraan umat: LAZ 
di kecamatan adiluwih seluruhnya telah mempunyai program kerja yang jelas. 
Walaupun harus diakui bahwa hampir semua program-program yang ada masih 
bersifat konsumtif dan belum ditingkatkan kepada pengembangan ekonomi 
produktif.   
Delapan; Siap diaudit secara berkala:  
Seperti telah dikemukakan di bab terdahulu, semua lembaga-lembaga amil 
zakat yang ada di Kecamatan Adiluwih telah memiliki buku kas yang memuat 
catatan tentang arus cashflow keuangan. Meskipun buku-buku kas yang ada 
masih berdasarkan catatan-catatan biasa dan bersifat konvensional, namun hal 
itu sudah memadai  dan sudah cukup menunjukkan transparansi pengurus 
dalam pengelolaan harta sehingga jika sewaktu-waktu diadakan audit, lembaga 
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tersebut dapat dikatakan siap karena memiliki data-data pendukung yang 
diperlukan. 
Delapan indikator di atas menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  Syarat-
syarat Menjadi Amil Zakat di Kecamatan Adiluwih telah berjalan secara baik, 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Fakta itu sekaligus menunjukkan 
bahwa lembaga amil zakat di Kecamatan Adiluwih sudah pula menjalankan 
tugasnya secara optimal sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang.   
B. Analisis Maqashid Syariah  
Maqashid Syari‟ah berarti tujuan Allah dan Rasul-nya dalam merumuskan 
hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dengan memahami 
kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis 
bagi suatu rumusan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. 
Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga 
tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat,  dan kebutuhan 
tahsiniyat. Oleh karena Maqashid al-syari‟ah merupakan tujuan kemaslahatan 
yang berasal dari Tuhan, maka jika kemaslahatan itu tercapai maka hal itu 
berarti bahwa  maksud atau tujuan dari Tuhan telah terwujud. Sebaliknya, jika 
maksud itu tidak tercapai maka itu berarti bahwa apa yang diinginkan oleh 
Allah yang terkandung dalam perintah/larangannya yang berupa 
manfaat/kemaslahatan untuk kepentingan manusia tidak berhasil diwujudkan. 
Manfaat atau kemaslahatan di sini tidak hanya sebatas kemaslahatan duniawi, 
melaikan juga meliputi kemaslahatan ukhrowi, karena jika hanya memberikan 
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kemaslahatan duniawi maka hal ini bukanlah maqashid al-syari‟ah yang 
sesungguhnya.  
Terkait dengan masalah pengaturan dan pendirian lembaga Amil Zakat, 
jika dilihat dari perspektif Maqashid al-syari‟ah, hal ini menunjukkan beberapa 
hal positif sebagaimana diketengahkan berikut ini :  
Pertama, Terpeliharanya kepentingan agama‟.  
Zakat adalah salah satu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan 
menjadi salah satu pilar dalam rukun Islam. Dengan terlaksananya perintah-
perintah Syara‟ secara baik, maka hal itu akan memberi dampak positif bagi 
terwujudnya kehendak Allah  melalui hukum-hukum Syara‟ di bumi persada 
ini. 
Selain daripada itu, zakat menjadi sarana pencegah kekufuran karena 
kefakiran. Dengan terlaksananya zakat maka distribusi kekayaan tidak hanya 
terpusat di kalangan kaum  aghniya‟ tetapi mengalir juga ke kalangan kaum 
dhu‟afa. Dengan tercegahnya penganut agama dari perbuatan kufur karena 
miskin secara otomatis mencegah berkurangnya jumlah penganut agama dan 
itu berarti bahwa kepentingan agama menjadi terlindungi. Dengan 
penggambaran ini nampaklah dengan jelas bahwa pengaturan lembaga amil 
zakat memiliki relevansi yang sangat erat dengan kepentingan agama.  
Kedua : Menjaga jiwa. 
Zakat merupakan jembatan antara kaum dhu‟afa dengan kaum aghniya‟. 
Dengan adanya zakat maka hubungan sosial  antara kedua elemen masyarakat 
itu dapat terbina dengan baik dan berjalan secara harmonis. Jika orang-orang 
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miskin tidak mendapatkan jalan keluar atau bantuan dalam menghadapi beban 
kesulitan hidup, maka hal itu akan berpotensi untuk mendorong timbulnya 
tindakan kriminal yang dapat mengancam hilangnya harta atau bahkan juga 
nyawa.  Dengan adanya pengaturan yang mengarah kepada terwujudnya 
keberadaan lembaga sosial yang kredibel akan memfasilitasi hubungan antara 
kaum aghniya dengan kaum dhu‟afa sehingga potensi ketegangan antar elemen 
soaial ataupun dorongan untuk bertindak kriminal dapat tercegah, Di sinilah 
teletak relevansi pengaturan lembaga amil zakat dengan kepentingan umat 
khususnya perlindungan harta dan nyawa.  
Ketiga : Mewujudkan harta yang suci dan berkah.  
Harta dalam pandangan Islam bukanlah sesuatu fasilitas yang 
mengandung aspek ekonomis saja melainkan juga mengandung nilai spiritual. 
Hal ini dapat disimak dari latar belakang perintah berzakat sebagaimana yang 
tersebut dalam al-Qur an surah al-Taubah : 103. Dalam ayat tersebut secara 
jelas disebutkan bahwa zakat itu bertujuan untuk membersihkan dimensi 
spiritual harta. Dengan dikeluarkannya zakat maka harta yang dimiliki  
menjadi bersih dan suci, dan ini berarti bahwa pemilik harta akan terhindar dari 
kepemilikan harta yang kotor dan tidak barokah. Karena itu,  keberadaan 
aturan yang akan mewujudkan lembaga fasilitator yang kredibel dan amanah 
menjadi suatu keniscayaan, dan inipun relevan dengan salah satu prinsip 








Berlandaskan kepada uraian yang telah diketengahkan secara panjang 
lebar pada bab bab terdahulu dapatlah diambil beberapa pokok kesimpulan, 
sekaligus menjadi jawaban terhadap inti permasalahan dalam penelitian ini,  
secara berikut :  
1. Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  
Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat yang dilaksanakan di Kecamatan 
Adiluwih Kabupaten Pringsewu secara umum sudah berjalan menuruti 
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku, Hal ini 
didukung oleh sejumlah fakta bahwa (a) Lembaga-lembaga Amil Zakat 
yang ada umumnya sudah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan 
Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial; (b) berbadan 
hukum (c)  telah mendapatkan rekomendasi dari Baznas, (d) Memiliki 
kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan 
kegiatannya (e) memiliki program yang mensejahterahkan umat, (f) 
bersifat nirlaba (g) Memiliki program pendayagunakan zakat untuk 
kesejahteraan umat (h) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara 
berkala. 
2. Pengaturan Lembaga Amil Zakat (LAZ)  sebagaimana tertuang dalam  Pasal 
18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 selaras dengan prinsip-prinsip 
maqashid syariah khususnya dalam rangka mencapai maksud menjaga 
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kepentingan agama, menjaga kepentingan  jiwa dan dan menjaga 
kepentingan harta.  
B. Rekomendasi 
1. Diharapkan kepada semua pengurus lembaga amil zakat di Kecamatan 
Adiluwih untuk tetap menjaga amanah ummat yang diberikan kepada 
mereka serta senantiasa bekerja dengan tulus ihlas untuk mencapai 
kemakmuran umat;  
2. Diharapkan program-program yang disusun dikembangkan cara kreatif 
dan mengacu kepada semangat ekonomi produktif agar pemberian zakat 
kepad mustahiq tidak hanya memberikan hasil yang bersifat konsumtif- 
temporer melainkan juga produktif dan berkelanjutan. 
3. Diperlukan adanya penyuluhan dari instansi-instansi tertentu tentang pola 
pembagian porsi kelompok asnaf, sehingga porsi pembagian kelompok 
fakir dibesarkan dibanding dengan kelompok selainnya, mengingat 
kelompok ini memiliki kebutuhan yang lebih darurat dan mendesak 
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